KPU KENDARI GELAR DEKLARASI DAMAI BERSAMA LIMA PASLON

PESERTA PILKADA 2024
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Sumber:

https://sultra.antaranews.com/berita/470959/kpu-kendari-gelar-deklarasi-damai-bersama-lima-paslon-peserta-
pilkada-2024

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar deklarasi
damai bersama lima pasangan calon (paslon) peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada)
serentak 27 November 2024.

"Pada kegiatan ini dihadiri lima paslon yang sudah mendapatkan nomor urut untuk pemilihan
wali kota dan wakil wali kota Kendari 2024," kata Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh,
di Kendari, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pada kegiatan deklarasi damai tersebut ada nilai-nilai dan etika yang
harus dibangun sehingga deklarasi yang diselenggarakan bisa mengikat pasangan calon untuk
melaksanakan kampanye dengan damai sesuai dengan peraturan yang telah dituangkan oleh
KPU.

"Deklarasi itu adalah tidak sekadar untuk ditandatanganinya, tetapi marilah kita betul-betul
dengan komitmen bersama untuk melaksanakan deklarasi itu dalam keseharian kita selama
berkampanye," ujarnya.

Adapun lima pasangan calon yang resmi ditetapkan oleh KPU Kota Kendari dengan
berdasarkan nomor urut pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari pada Pilkada
2024, yaitu pasangan nomor urut 1 Siska Karina Imran dan Sudirman dengan gabungan partai
pengusung NasDem, PBB, Hanura, Gelora, PKN, dan Ummat. Dan mendapatkan perolehan
suara sah pada pemilu tahun 2024 sebanyak 32.922 suara.
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Sementara nomor urut 2 Yudhi Mahardika dan Nirna Lachmuddin dengan gabungan partai
pengusung yaitu Gerindra, dan PDIP dengan perolehan suara sah 32.643

Kemudian, nomor 3 yaitu Sitya Giona Nur Alam dan Subhan dengan gabungan partai
pengusung yaitu PKS, Demokrat, dan PSI dengan perolehan sebanyak 47.293 suara sah.
Selanjutnya nomor urut 4 Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu yaitu Golkar dan PPP dengan
perolehan suara sah sebanyak 44.031

Dan nomor urut 5 Abdul Razak dan Afdhal terdapat dua partai pengusung PAN dan Perindo
dengan perolehan suara sah sebanyak 31.329

Diketahui, KPU Kota Kendari telah menetapkan masa kampanye pasangan calon wali kota dan
wakil wali kota Kendari yaitu dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024.
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Catatan:
e Pemilu yang damai akan memastikan bahwa seluruh komunitas bangsa, terlepas dari latar
belakang, merasa dihormati dan memiliki suara yang diakui dalam proses politik.
e Terkait hal diatas diatur pada:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada:
a. Pasal 2 yang menyatakan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.”
b. Pasal 3 yang menyatakan “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu
harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1) mandiri;

2)  jujur;

3) adil;

4) berkepastian hukum;
5) tertib;

6) terbuka;

7) proporsional;
8) profesional;
9) akuntabel;
10) efektif; dan
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11) efisien.”

c. Pasal 4 yang menyatakan “Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

1)
2)
3)
4)

S)
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memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;

menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
dan

mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.”



